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1 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 606 Hukum Investasi 2 Genap

Mata kuliah ini menjabarkan mengenai tata cara untuk melakukan investasi baik melalui 

lembagaPenanaman Modal Asing ( PMA) maupun Lembaga Penanaman Modal Dalam 

Negeri ( PMDN) . Berkaitan dengan investasi (penanaman modal), akan dijabarkan pula 

hukum yang berkaitan dengan investasi yakni hukum agraria, hukum perijinan, hukum 

perbankan, hukum otonomi daerah, joint venture , perjanjian internasional yang menyangkut 

masalah investasi, misalnya ICSID.

1.Mampu memahami hukum investasi di Indonesia. 

2.  Mampu menjelaskan investasi asing langsung. 

3.Mampu melakukan perbandingan antara penanaman modal dalam negri dan penanaman modal asing.

1.	Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Dr Jonker Sihombing, SE, MA, MH

2.	Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal . Dr Sumantoro 

3.	Hukum Investasi. Salim SH., MS dan Budi Sutrisno, SH,M Hum

4.	Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prof Dr. Aminuddin Ilmar, SH, MH

5.	Hukum Penanaman Modal. Dr. Huala Adolf. 

Kuliah Daniel Hendrawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn (Pakar dibidang Pasar Modal, Investasi 

dan Kepailitan )
Selasa. 13.00-15.30 Senin, 14.30-17.00 Luring

2 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 408 Hukum Pajak 2 Genap

Mata kuliah ini membahas tentang pajak ditinjau dari segi hukum untuk dapat memberi 

pemahaman kepada mahasiswa Substansi menguraikan alasan pembenaran dan landasan 

filosofis pemungutan pajak di Indonesia, memahami aspek-aspek hukum dalam perpajakkan 

untuk memecahkan kasus pajak dari segi hukum.

1.	Mampu menghubungkan dasar-dasar hukum pajak, yaitu asas-asas, prinsip-prinsip hukum pajak dengan 

hukum pajak positif.

2.	Mengetahui dan mengerti serta dapat menjelaskan dasar-dasar hukum pajak, yang meliputi pengertian, 

fungsi, asas, sistem, penggolongan, stelsel, tarif, utang, kendala, dan dasar hukum pemungutan pajak.

3.	Dapat menjelaskan hukum pajak positif yang meliputi: KUP, PPh, PPN dan PPn BM, PBB, Bea 

Materai, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

1. Dr. Oyok Abunyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah, Edisi Revisi 2012, Penerbit Humaniora,

Bandung, 2012.

2. Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco,

Bandung, 1976.

3. _______________, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Bandung,

1977.

4.	_______________, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1982.

5.	_______________, Pajak Penghasilan 1984, Eresco, Bandung, 1984.

6.	_______________, Pajak Bumi dan Bangunan, Eresco, Bandung, 1987.

7.	_______________, Pajak Pertambahan Nilai, Eresco, Bandung, 1987.

8.	_______________, Asas dan Dasar Perpajakan, Jilid I, Eresco, Bandung, 1987.

9.	_______________, Asas dan Dasar Perpajakan, Jilid II, Eresco, Bandung, 1987.

10.	_______________, Asas dan Dasar Perpajakan, Jilid III, Eresco,Bandung, 1987.

11.	_______________, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1987.

12.	_______________, Peradilan Tata Usaha Negara, Eresco, Bandung, 1987.

13.	_______________, Asas-Asas Hukum Perpajakan, Binacipta, Bandung, 1991.

14. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, Cetakan Kesebelas,

1984.

Kuliah Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E., Ak. Not. Hukum Perdata dan Hukum Pajak Senin 09.00-10.40 Kamis 07.00-08.40 Luring

3 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 405 Hukum Ketenagakerjaan 3 Genap

Mata kuliah ini mengkaji tentang hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, 

serta masalah-masalah yang muncul dalam rangka persiapan hubungan kerja, dalam masa 

hubungan kerja, dan masa setelah hubungan kerja berakhir. Dalam mata kuliah ini, dijabarkan 

juga tentang perlindungan hukum bagi para pekerja. Mahasiswa juga dilatih untuk terampil 

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kerja, dengan menggunakan 

hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan

1.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan Hukum Tenaga Kerja yang sifatnya 

merupakan keterkaitan antara hukum privat dengan hukum publik. 

2.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanan kerja dan perlindungan kerja terhadap 

tenaga kerja.

3.	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisa kedudukan tenaga kerja dan pengusaha 

(majikan)serta hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja.

4.	Mahasiswa mampu memahami cara tepat dalam penyelesain perselisihan hubungan industrial

Damanik,  Sehat, Outsourcing  &  Perjanjian  Kerja  Menurut  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Dss Publising, 2007.

Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek serta UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS

Kuliah Christin Septina Basani, S.H., LL.M. Hukum Ketenagakerjaa, Hukum 

Administrasi negara
Rabu 13.00-14.40 Kamis 13.00-14.40 Luring

4 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 602 Hukum Hak Kekayaan Intelektual 2 Genap

Matakuliah ini bertujuan  untuk memberi pemahaman atas alasan pemberian perlindungan 

HKI, pengaruh TRIPs pada Hukum Positif HKI Indonesia, bidang-bidang HKI menurut 

Hukum Positif Indonesia dan pengaturannya yang meliputi : lingkup hak eksklusif, lama 

perlindungan, cara memperoleh perlindungan pembatalan dan penghapusan hak, sanksi 

pelanggaran dan penjelasan sengketa HKI juga dibahas permasalahan HKI di mayarakat yang 

masalahnya diambil dari kasus sehari-hari dan beberapa yurisprudensi.

Mampu menjelaskan dan mempresentasikan bagian-bagian hukum material hukum kekayaan Intelektual di 

dunia, Mampu menjelaskan dan mempresentasikan pola hubungan antara hukum kekayaaan intelektual 

dengan Hukum perdata dan hukum perdata internasional, Mampu menjelaskan dan mempresentasikan pola 

hubungan antara hukum kekayaaan intelektual dengan Hukum publik lainnya, Mampu menjelaskan dan 

mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan hukum kekayaan Intelektual, Mampu menjelaskan 

dan mempresentasikan tentang daya ikat hukum kekayaan Intelektual dan doktrin-dokrin hukum kekayaan 

Intelektual, Mampu menganalisis  perbedaan dan persamaan antara hukum kekayaan intelektual 

Internasional dan hukum kekayaan intelektual nasional, Mampu menganalisis dan menjelaskan tentang 

Merek, Mampu menganalisis dan menjelaskan tentang Paten, Mampu menganalisis dan  menjelaskan Hak 

Cipta, Mampu menganalisis dan menjelaskan tentang Desain Industri, Mampu menganalisa tentang Desain 

Tata Letak Industri, Mampu menganalisa  tentang  Perlindungan Varietas Tanaman,   Mampu menganalisa 

tentang Rahasia Dagang

1.	UU Hak Cipta

2.	UU Hak Paten 

3.	UU Hak Merek

4.	UU Hak  Desain Industri

5.	UU Hak Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu

6.	UU Hak Pelindungan Varietas Tanaman

7.	UU Hak Rahasia Dagang

8.	Ahmad M.Ramli, HAKI, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung.

9.	C.S.T. Kansil ,Segi -Segi Hukum Hak Milik Intelektual.

10.	Lindsey, Tim,  Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar. Bandung : PT Alumni. 

11.	Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di 

Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

12.	 Muhamad Jumhana, Hak Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta

13.	  Saidin,  Hak Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya.

Kuliah Christian Andersen, S.H., M.Kn. Hukum Perusahaan, Hak Kekayaan 

Intelektual, Perjanjian Kredit
Senin 15.00-16.40 Rabu 13.00-14.40 Luring

5 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 201 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 Genap

Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia memberi pengetahuan, pengertian, dan pemahaman 

tentang hakekat hak asasi manusia bagi mahasiswa/i. Pemahaman atas hak asasi manusia, 

didahului dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, landasan sosiologis maupun Kaidah 

hukum tentang hak asasi manusia ada yang berbentuk konvensi-konvensi tentang hak-hak 

asasi manusia atau sering disebut instrumen internasional, baik yang berbentuk konvensi 

umum, regional, maupun konvensi yang secara khusus berkenaan dengan hak asasi manusia 

dalam bidang tertentu, dan kaidah hukum yang bersifat nasional berlaku di Indonesia. Di 

samping itu, terdapat pengaturan hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum nasional 

negara-negara. Penyampaian materi hukum hak asasi manusia ini selalu dikaitkan dengan 

berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik itu yang terjadi di Indonesia maupun yang 

terjadi di dunia internasional

Kuliah Ai Permanasari, S.H., LL.M. Hukum dan HAM, Sosiologi Hukum Rabu 09.00-10.40 Kamis 13.00-14.40 Luring

6 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 202 Ilmu Negara 2 Genap

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan yang utuh menyeluruh bagi peserta 

didik dalam memahami dan mengerti seluk beluk yang berkenaan dengan teori-teori dasar 

tentang negara, unsur-unsur, hakikat dan sifat negara, arti dan fungsi kedaulatan bagi negara, 

teori perwakilan, hubungan negara dan hukum, dan sebagainya. Mata kuliah ini memberikan 

pengetahuan dasar untuk menganalisis sistem ketatanegaraan di manapun.

1.	Mampu memahami fungsi dan kedudukan ilmu negara, serta korelasinya dengan mata kuliah lanjutan.

2.	Mampu memahami secara komprehensif tentang pengertian dan konsep negara

3.	Mampu memahami berbagi teori terbentuknya negara, tipe-tipe negara, dan aspek lainnya terkait 

eksistensi negara 

Referensi Buku : 

1. Sjacran Basah. Ilmu Negara (Pengantar, Metode, Sejarah Perkembangan). Bandung: Alumni

1987. 

2.	Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 2014.

3.	Ni’matul Huda. Ilmu Negara. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

4. I Gde Pantja Astawa dan Supri Na’a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika

Aditama, 2012.

Kuliah Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. Hukum Perbankan, Ilmu Negara, 

Hukum Acara Perdata
Rabu 15.00-16.40 Kamis 07.00-08.40 Luring

7 19 Februari 2024 S1 Ilmu Hukum Baik Sekali 30 Januari 2024 5 SH 404 Hukum Kepailitan 3 Genap

Mata kuliah ini membahas lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai 

fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitur terhadap kreditur atas perikatan-perikatan 

atau lebih dikenal dengan asas tanggungjawab debitur terhadap kreditur, tidak dibedakan atau 

tidak dibatasi oleh kedudukan debitur ataupun subjek Termohon Pailit tersebut, apakah debitur 

tersebut merupakan badan usaha Indonesia atau badan usaha asing, baik perorangan maupun 

badan hukum.. Sejauhmana peran Pengadilan Niaga Indonesia berwenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit terhadap badan usaha asing 

dan  kendala yang timbul berkenaan pelaksanaan eksekusi putusan kepailitan Pengadilan 

Niaga Indonesia terhadap badan usaha asing yang telah berkekuatan hukum tetap..

1. Mampu memahami kepailitan dan pengadilan niaga. 

2.  Mampu menjelaskan hubungan antar sub sistem dalam penundaan kembali pembayaran utang. 

3.Mampu melakukan penemuan hukum  dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan dan hak kekayaan 

intelektual.

1)	Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

2) Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Pt Rajagrafindo Pustaka,

Jakarta.

3) B. Wessels, C.J.J.C. Van Nispen, M.PH. Van Sint Truiden, Faillissementswet Executie-en

Beslagrecth. Deventer: Kluwer, 1996.

4) Bagus, Irawan. 2007. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi, Alumni:

Bandung.

5) Bernadette Waluyo, S.H., M.H., CN., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, Mandar Maju, Bandung, 1999.

6) David G. Eipstein, Steve H. Nickles, James J. White. Bancruptcy, St. Paul Minn: West Publishing

Co., 1993.

7) David Milman dan Christopher Durrant, Corporate Insolvency: Law and Practice, London: Sweet

& Maxwell, 1987.

8)	Djumadi, Perjanjian kerja, Radjawali Pers, Jakarta, 1995.

9)	Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, ST. Paul Minn, 1991.

10) Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh

PERPU No/1998, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed.), Hukum

Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran,Ed.1.,

Cet.1, Alumni, Bandung, 2001.

Kuliah Daniel Hendrawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn (Pakar dibidang Pasar Modal, Investasi 

dan Kepailitan )
Selasa 14.30-17.00 Selasa 17.00-19.30 Luring

Link Pendaftaran : https://bit.ly/PENDAFTARANKAMPUSMERDEKAUKM

Informasi lebih lanjut terkait MBKM:

Rosye Wulandari, S.S., MM

Kepala Bidang Pengelolaan MBKM

Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik Universitas Kristen Maranatha

Email: kabid.kelolambkm@maranatha.edu HP: +62 8211 6567201

DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

 JALUR MANDIRI SEMESTER GENAP TA 2023/2024 

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Inbound Dibuka Pada Tanggal : 18 Desember 2023 - 27 Januari 2024

KeteranganNama Dosen Pengajar
Bidang 

Keahlian/Konsentrasi
MK Prasyarat (*jika ada)

Jadwal Perkuliahan MODEL 

PEMBELAJARAN 

(HYBRID/BLENDED/ 

LURING/DARING)

Kuota                    

Mahasiswa

Kode                            

Mata Kuliah
List Mata Kuliah

Jumlah SKS 

per Mata 

Kuliah

Informasi Deskripsi Mata Kuliah Learning Outcomes ( Capaian Pembelajaran) Daftar Pustaka (referensi)
KULIAH/RESPONSI                               

/PRAKTIKUM
No.

Tanggal Mulai 

Perkuliahan 

Semester Genap 

2023/2024

Program Studi
Akreditasi Program 

(A/B/C)

Tanggal Akhir 

Pendaftaran



NO KEGIATAN 
TANGGAL PENTING SEMESTER GANJIL 

23/24

TANGGAL PENTING SEMESTER 

GENAP 23/24
1 Pengumpulan Mata Kuliah Program Studi

* Disesuaikan dengan format yang sudah diberikan berserta jadwal perkuliahan melalui 

link : 

Link Penyimpanan : 

2 Pengiriman Proposal Penawaran Mata Kuliah dan Jadwal ke Universitas/PT Mitra 

* Penawaran MK dikirimkan ke Direktorat Kemitraan atau bisa dilakukan secara mandiri 

oleh Fakultas/ Program Studi 
* Penawaran MK akan di publish di website : NUNI, MBKM, Maranatha, LPKA, Group 

Gabungan Universitas-DIKTI, Group Kampus Merdeka 

3 Pendaftaran Mahasiswa Inbound & Outbound 

* Pendaftaran melalui link : bit.ly/PENDAFTARANKAMPUSMERDEKAUKM 

4 Compile Data Peserta Inbound & Outbound oleh Bidang Pengelolaan MBKM 05 Juni 2023 - 31 Agustus 2023 14 Desember 2023 - 27 Januari 2024

5 Penyambutan Mahasiswa Inbound & Pelepasan Mahasiswa Outbound 13 September 2023 14 Februari 2024

6 Awal Perkuliahan 18 September 2023 19 Februari 2024

UTS 06 November 2023 - 17 November 2023 22 April 2024 - 03 Mei 2024

UAS 22 Januari 2024 - 02 Februari 2024 24 Juni 2024 - 05 Juli 2024

7
Pengiriman Data Final Peserta Inbound & Outbound Semester ganjil ke Direktorat 

Akademik (Pelaporan LLDIKTI)
02 Oktober 2024 04 Maret 2024

8 Pengumpulan Laporan Akhir (UAS) dari Program Studi (Inbound) & PT Mitra (Outbound) 
02 Februari 2024 - 16 Februari 2024

(Deadline : 16 Februari 2024)

05 Juli 2024 - 19 Juli 2024 

(Deadline : 19 Juli 2024)

9 Pengiriman Laporan Nilai ke PT Mitra 22 Februari 2024 24 Juli 2024 

05 Juni 2023 - 31 Agustus 2023 

(Penutupan Pendaftaran : 31 Agustus 2023)

14 Desember 2023 -  27 Januari 2024

(Penutupan Pendaftaran : 27 Januari 2024)

JADWAL PENYERAHAN DATA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA 
SEMESTER GANJIL & GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

02 Mei 2023 - 31 Mei 2023 

(Deadline : 31 Mei 2022)

22 November 2023 - 13 Desember 2023

(Deadline : 13 Desember 2023)

02 Juni 2023 - 31 Agustus 2023

 (Penutupan Penawaran MK : 31 Agustus 

2023)

14 Desember 2023 -  27 Januari 2024

(Penutupan Pendaftaran : 27 Januari 2024)


